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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam Undang – Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah, tentang pemberian kewenangan terhadap daerah otonom, agar daerah 

otonom dapat mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta 

kebutuan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk juga dalam pembangunan 

di daerahnya. Gambaran tersebut adalah sebuah refleksi  kemandirian 

pemerintah daerah di dalam UU Pasca Reformasi, wewenang tersebut adalah  

gambaran pemberian kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah 

dalam upaya memberikan stimulus  terhadap pembangunan nasonal yang lebih 

efektif dan efisien melalui wilayah atau daerah otonom.(Presiden RI, 2014).  

Daerah otonom dalam mengelola pembangunanya berpedoman terhadap 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan pada nomor 

54 tahun 2010 tentang perencanaan pembangunan daerah, yang mana suatu 

daerah dalam melakukan pembanguannya berdasarkan kepada pengelolaan 

sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan Negara.(Menteri Dalam 

Negeri RI, 2010). 

PIPPK atau Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Kewilayahan adalah cerminan dari pelaksanaan perencanaan Pembangunan 

berjangka Menengah di kota Bandung. PIPPK dalam pembangunanya memiliki 

prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dimana dalam perencanaan hingga 
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pelaksanaan secara utuh bertitik berat dan diinisiasi oleh masyarakat, dengan 

pemerintah sebagai fasilitator untuk mengarahkan suatu program pembangunan, 

serta memberikan informasi, dan evaluasi terhadap setiap program 

pembangunan yang dijalankan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu konsep 

pemberdayaan yang mana dalam pemberdayaan, masyarakat harus terlibat baik 

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan (Sumaryadi, 2005) dengan 

demikian Rukun Warga (RW) sebagai perwakilan masyarakat secara langsung 

diikut sertakan sebagai objek pemberdayaan dan pembangunan di kewilayahan, 

sedangkan kelurahan menjadi Stakeholder  dalam memfasilitasi kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan. Sumber Anggaran dalam 

kegiatan PIPPK  adalah APBD Kota Bandung atau Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah di Kota Bandung, karena sebagaimana (Suparman, 2018) 

pembangunan yang bergerak secara progesif harus memerlukan APBN yang 

baik sebagaimana hal tersebut merupakan cerminan dari kinerja pemerintah 

yang efektif dan efisien. 

PIPPK secara rinci diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung No 

281/2015, dengan demikian setiap kegiatan yang berkaitan dengan PIPPK yang 

di lakukan oleh LKK akan terorganisir, sistematis dan terarah yang memiliki 

batasan batasan ruang lingkup pada setiap programnya (Wali Kota Bandung, 

2015). 

Kelurahan Tamansari yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Wetan 

adalah salah satu wilayah yang telah menjalankan Program Inovasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) kurang lebih dalam 
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kurun waktu empat tahun, yang difasilitasi dengan sarana serta ruang lingkup 

yang ditentukan serta diinisiasi dan dikoordinir oleh LKK atau Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan seperti Karang Taruna Kelurahan dan Tim 

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan, 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, dan Rukun Warga 

(RW).   

Table 1. Realisasi Anggaran PIPPK Kelurahan Tamansari Tahun 2019 

No.  Lingkup 
Jumlah 

Anggaran 
Realisasi Sisa Presentase 

1 Realisasi Lingkup RW 1.602.347.206,00 1.526.405.204,00 75.942.002,00 95,26% 

2 Realisasi Lingkup PKK 88.550.000,00 87.323.350,00 1.226.650,00 98,61% 

3 
Realisasi Lingkup 

Karang Taruna 
94.160.028,00 90.546.500,00 3.613.528,00 96,16% 

4 Realisasi Lingkup LPM 82.421.371,00 79.239.500,00 3.181.871,00 96,14% 

Jumlah 1.867.478.605,00 1.783.514.554,00 83.964.051,00 95,50% 

Sumber:  Hasil Penelitian di Kelurahan Tamansari, 2020 

Kelurahan Tamansari terdapat 20 RW dan 3 Lembaga Kemasyarakatan 

diantaranya LPM, PKK, dan Karang Taruna, keempat LKK tersebut merupakan 

objek dan pelaku dalam pelaksanaan PIPPK, anggaran yang di siapkan pada 

tahun 2019 yakni 1.867.478.605,00 dengan realisasi sebesar1.783.514.500,00  

dengan penyerapan anggaran sebesar 95% (sumber laporan rekapitulasi PIPPK 

Kelurahan Tamansari tahun 2019) 

Table 2. Ruang Lingkup Kegiatan PIPPK Keluarah Tamansari Tahun 2019 

No Penunjang Pelaksana Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan 

1. Lembaga Rukun Tertangga (RT) / Rukun 

Warga (RW) 

Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi RW, 

meliputi : 

1. Fisik dan Infrastruktur 

2. Penguatan Lembaga 

3. Ekonomi Sosial dan Budaya 
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4. Ekonomi dan Ketertiban 

5. Kebersihan dan Penghijauan 

 

2. Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) 

Kelurahan 

Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi  PKK, 

meliputi : 

1. Penguatan Kelembagaan 

2. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup 

Pokja I PKK 

3. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup 

Pokja II PKK 

4. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup 

Pokja III PKK 

5. Pelaksanaan Program/Kegiatan Lingkup 

Pokja IV PKK 

3. Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Karang 

Taruna, meliputi : 

1. Penguatan Kelembagaan 

2. Penyedian Sarana dan Kelengkapan 

Kegiatan Olah Raga, dan Kesenian 

3. Pelatihan dalam Rangka Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP). 

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

Kelurahan 

Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi LPM, 

meliputi : 

1. penguatan kelembagaan 

2. kegiatan bulan bakti gotong royong 

3. kegiatan Musrenbang dan Evaluasi 

Kewilayahan 

Sumber: Hasil Penelitian di Kelurahan Tamansari, 2020 

Dalam penyerapan anggaran PIPPK Kelurahan Tamansari pada tahun 2019 

yang terealisasikan sebesar 95% besaran tersebut dapat dikatakan cukup baik.   

Selain itu, dalam kegiatan pembangunan terkhusus dalam kegiatan PIPPK bukan 

di nilai dari besarnya anggaran yang dapat terserap, faktor keberhasilan yang 

dicapai tidak berfokus pada insfrastuktur saja melainkan keberdayaan dan 

kemandirian masyarakat melalui PIPPK adalah sebuah tolak ukur sebagai 

gambaran keberhasialan program sesuai dengan Petunjuk Teknis pada lampiran 

Peraturan Wali Kota Bandung No 281 Tentang PIPPK. Mengacu pada lampiran 
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tersebut kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

kewilayahan tersebut harus bertumpu dan diinisiasi oleh masyarakat untuk 

selanjutnya diharapkan  masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan 

kemampuan dalam pemecahan masalah dilingkungannya yang bersumber pada 

potensi sekitar. 

Setiap gejala yang terjadi dalam Program Inovasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan kewilayahan yang ada di Kelurahan Tamansari yakni pertama 

masih kurangnya Informasi yang menyebabkan perbedaan pemahaman visi misi 

pada kebijakan yang di jalankan kedua Isi Kebijakan yang belum di pahami 

sumber daya yang akan mengakibatkan kegagalan pada impelemntasi itu sendiri 

Ketiga Masih kurang nya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan 

Implementasi PIPPK baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, 

Keempat Pembagian potensi yang berkaitan dengan koordinasi dimana tentu 

pada Implementasi PIPPK masyarakat dan juga pemerintah memiliki 

kepentingan masing masing yang harus di koordinasikan sebagai upaya titik 

temu bagi keberhasilan Implementasi PIPPK itu sendiri  

Dari uraian di atas maka sangat mungkin setiap fenomena yang terjadi 

disebabkan karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 

pelaku,pelaksanaan PIPPK, dalam memahami serta mengimplementasikan 

kebijakan PIPPK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Dengan demikian sebagaimana temuan di atas maka peneliti memfokuskan 

dan mengembangkan rumusan masalah pada pemberdayaan didalam bagian 

implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan 
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Kewilayahan (PIPPK)  tahun 2019 di wilayah Kelurahan Tamansari. Selanjutnya 

secara mendalam peneliti juga akan mengidentifikasi kesesuaian  di antara 

tujuan dan sasaran implementasi kebijakan di lapangan.  

Disini peneliti berupaya untuk menggambarkan bagaiamana Implementasi 

Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 

(PIPPK) di wilayah kelurahan Tamansari tahun 2019 dan  memaparkan secara 

mendalam situasi yang terjadi, bagaimana informasi yang di sampaikan 

pemerintah setempat terhadap masyarakat terkait kebijakan PIPPK, pemahaman 

sumberdaya terhadap isi kebijakan itu sendiri, bagaimana dukungan dan 

partisipasi masyarakat, serta pembagian potensi yang berkaitan dengan 

koordinasi diantara pemerintah dan masayarakat dalam kegiatan Program 

Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dapat 

mempengaruhi implementasi proses kegiatan pemberdayaan dan pembangunan  

di wilayah Kelurahan Tamansari. 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan  teori  Jan Merse untuk 

mendukung penelitian dan sebagai landasan dalam menganalisis variabel yang 

akan di teliti. Terdapat empat faktor yang menjadi faktor keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan ke empat faktor tersebut secara tegas mengarah kepada 

SDM selaku pelaksana. Dalam proses penelitian ini akan melibatkan Kelurahan 

Tamansari selaku pemangku kebijakan serta sebagai pelaksana.  Maka dari itu 

peneliti, akan mendapatkan secara menyeluruh pengetahuan dalam setiap proses 

penelitian pada kegiatan implementasi kebijakan PIPPK di wilayah Kelurahan 

Tamansari. 
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Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk 

melakukan penelusuran dan penelitian secara menyeluruh, yang selanjutnya 

dokumen hasil penelitian yang telah dilaksanakan akan disusun dan dipaparkan 

dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul :  

 “IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN 

PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN TAMANSARI 

KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG TAHUN 2019” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan PIPPK dirasa masih terdapat 

ketidak sesuaian antara realisasi dan kenyataan di lapangan. Inti dari 

permasalahanya dapat diidentifikasi, dianataranya: 

1. Belum maksimalnya pelaksanaan PIPPK yang kegiatanya biasanya 

berorientasi terhadap pembangunan insfrastuktur secara fisik dan kurang 

menyentuh pada pembangunan manusianya yang sedikit banyaknya hal 

tersebut di pengaruhi pemahaman pelaku kebijakan dan objek kebijakan, 

dengan kata lain meskipun pemerintah pusat telah secara luas memberikan 

kebebasan serta memfasilitasi dengan memberikan anggaran PIPPK, 

realitanya pada pelaksanaannya  tetap terpengaruh dan bergantung pada 

sumber daya manusia sebagai pelaksana dan objek kebijakan, pada dasarnya 

pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan serta direncanakan oleh 

pemerintah di wilayah Kelurahan Tamansari, jika informasi dan dukungan 

masyarakat baik secara fisik atau non fisik berjalan dengan baik maka 
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kegiatan pemberdayaan dan pembangunan akan efektif, begitu pula 

sebaliknya. 

2. Pemberian Informasi, Pemahaman Isi Kebijakan, Dukungan masyarakat 

dalam bentuk fisik dan non fisik, serta Pembagian potensi yang belum 

terrealisasikan dengan baik kurang lebihnya akan berdampak terhadap 

faktor keberhasialn dan kegagalan implementasi kebijakan PIPPK 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut, maka  rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut :  “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Inovasi 

Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan 

Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung  Tahun 2019 yang di 

tinjau melalui :” 

1. Bagaimana Penyampaian Informasi Kebijakan PIPPK terhadap 

Masyarakat? 

2. Bagaimana Pemahaman pemerintah dan Masyarakat terhadap isi 

Kebijakan PIPPK? 

3. Bagaimana bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK? 

4. Bagaimana Koordinasi antara pemernitah selaku Stakeholder dan 

masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan PIPPK? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dan maksud dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penyampaian Informasi Kebijakan 

PIPPK terhadap Masyarakat? 

2. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman pemerintah dan 

Masyarakat terhadap isi Kebijakan PIPPK? 

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Partisipasi Masyarakat dalam 

Kegiatan PIPPK? 

4. Untuk mengetahui Koordinasi antara pemernitah selaku Stakeholder 

dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan PIPPK? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat serta 

kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terkhusus 

dalam bidang yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan dan 

kebijakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk peneliti, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

pengetahuan dan wawasan kepada peneliti, serta penelitian ini 

merupakan sebuah proses praktek penerapan ilmu pengetahuan yang 

sudah dipelajari oleh peneliti selama menjalankan studi perkuliahan. 
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b. Untuk Universitas, rangkaian atau dokumen  penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi literature dan bahan rujuakan untuk peneliti 

selanjutnya dengan fokus lain secara mendalam. 

c. Bagi Kelurahan, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

PIPPK. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Aminullah (dalam Anggara, 2014) berpendapat bahwa kebijakan 

adalah bagian dari kegiatan administrasi publik yang memiliki tujuan untuk 

menjawab serta mengatasi permasalahan sosial yang di hadapi oleh 

masyarakat, kebijakan merupakan salah satu upaya dalam mempengaruhi 

sistem pencapaian dan tujuan yang di harapkan. Proses dan upaya tersebut 

memiliki sifat yang strategis, yakni secara menyeluruh dan berjangka 

panjang.   

Lemieux berpendapat (dalam Abdul Wahab, 2012) bahwa kebijakan 

publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah 

didalam masyarakat yang terjadi di wilayah tertentu yang biasanya 

dilaksanakan oleh pelaku politik dengan hubungan yang terstruktur. Dalam 

proses kegiatan tersebut secara keseluruhannya dilaksanakan setiap waktu.  

Proses tersebut, dimaksud sebagai sebuah urutan dalam siklus kebijakan 

publik yang penyusunannya diurutkan dalam sebuah proses diantaranya 
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agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan 

penilaian kebijakan.  

Tahapan tersebut merupakan bagian yang  penting, akan tetapi 

tahapan tersebut masih perlu perhatikan, khususnya dalam tahapan 

pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan. Bagian yang dimaksud 

tersebut merupakan bagian yang krusial karena dalam kenyataannya hal 

tersebur merupakan sesuatu yang telah direncanakan dan dirancang 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai 

persoalan, pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan yang 

dilakukan  oleh pemerintah biasanya belum sesuai dengan proses yang 

sudah dirancang, keadaan ketidak sesuaian itu disebut juga dengan 

implementation gap yang artinya suatu kondisi dimana sebuah proses 

pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan selalu memungkinkan 

adanya perbedaan dari yang telah direncanakan oleh pemerintah selaku 

pembuat kebijakan yang sesuai  dengan apa yang dicapai. 

Adanya kemungkinan, kegagalan atau keberhasilan didalam 

pelaksanaan kebijakan  yang telah direncanakan, pastinya hal tersebut 

merupakan sesuatu hal yang tidak bisa prediksi, yang berarti terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut tentunya harus diarahkan dan 

dikondisikan agar  faktor tersebut dapat berjalan secara optimal untuk bisa 

memberikan stimulus dan mendukung keberhasilan kegiatan pelaksanaan 

kebijakan. Di dalam  berbagai macam kekayaan ilmu kebijakan publik , 
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terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai faktor penting dalam 

proses implementasi  diantaranya adalah Jan Merse, Yulianto Kadji, Edward 

III, Van Mater dan Van Horn, Grindle, Mazmanian dan Sabatier.  

Peneliti menggunakan Teori Jan Merese dalam implementasi 

kebijakan dengan melihat kondisi operasional di lapangan yang peneliti 

anggap sesuai. Jan Meres (dalam Hasbullah, 2015) bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dibagi 

menjadi empat Faktor yang meliputi Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan 

Masyarakat (Fisik atau Non Fisik), dan Pembagian Potensi: 

1. Informasi 

Informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan 

pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan 

pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurangnya 

penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan gambaran 

yang kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan.  

2. Isi Kebijakan 

Kebijakan publik adalah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, 

dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi 

kebijakannya harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan 

politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi 

kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya atau terdapat 

ketidak tepatan atau juga ada ketidak ketegasan intern atau maupun 

ekstern atau didalam kebijakan itu sendiri. Hal ini menunjukan adanya 

kekurangan yang sangat penting menyangkut sumber daya dalam 

kebijakan. 

3. Dukungan Masyarakat 

Dukungan yang dipahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik 

maupun non-fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan itu akan 

sulit untuk diimplementasikan. Jan merse menegaskan bahwa kebijakan 

akan berkelanjutan jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evalusasi 

tinggi, pada setiap kebijakan yang dikerjakan. 

4. Pembagian Potensi 

Pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja 

koordinasi yang intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. 
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Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan 

implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku 

implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang 

berbeda. 

 

Berdasarkan teori di atas dan beberapa penjelasan yang berkaitan 

dengan kebijakan publik seperti krusialnya tahapan implementasi hingga 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan implementasi 

yang dipaparkan oleh Jan Merse (dalam Hasbullah, 2015) oleh karena itu 

peneliti menuangkan hal tersebut dalam rumusan kerangka pemikiran 

sebagaimana Proses Implementasi Kebijakan PIPPK di Kelurahan 

Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2019 

sebagaimana yang diawali dengan regulasi pelimpahan kewenangan dalam 

mengurus wilayah otonomnya sendiri selanjutnya pembentukan regulasi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dianalisis 

melalui teori Jan Merse sebagaimana digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut : 

Proses Implementasi kebijakan PIPPK Kota Bandung di wilayah Kelurahan Tamansari Kecamatan 

Bandung Wetan Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Jan Merse (dalam Hasbullah, 2015). 

1. Undang – Undang Tahun 

2014 No. 23 tentang 

Pemerintahan Daerah 

2. Permendagri No. 54 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan 

Pembangunan daerah 

3. Peraturan Walikota Bandung 

No. 281 Tahun 2015 tentang 

PIPPK 

Prinsip PIPPK 

1. Bertumpu pada Pembangunan Manusia,  
2. Berorientasi pada Masyarakat Miskin,  
3.  Inovasi,  
4. Partisipasi melalui PIPPK,  
5. Otonomi dalam pelaksanaan PIPPK,  
6. Desentralisasi melalui PIPPK,  
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui 

PIPPK, 
8. Demokratis melalui PIPPK,  
9. Transparansi dan Akuntabel melalui 

PIPPK,  
10. Prioritas melalui PIPPK,   
11. Kolaborasi melalui PIPPK, 
12. Keberlanjutan melalui PIPPK,  

 

Teori Jan Merse (dalam 

Hasbullah, 2015) 

1. Informasi 

2. Isi Kebijakan 

3. Dukungan Masyarakat 

(Fisik dan Non-Fisik) 

4. Pembagian Potensi 

Implementasi Kebijakan 

PIPPK 


